PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

bahwa dalam rangka mensikapi otonomi daerah yang luas nyata dan
bertanggung jawab, daerah perlu memperhatikan Potensi—potensi
sebagai sumber penerimaan daerah guna pembiayaan penyelenggaraan
Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan Sebagai wujud peran
serta komponen masyarakat baik secara sendiri-sendiri dan kelompok;

. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan daerah perlu diatur dan

ditetapkan suatu ketentuan yang merupakan penerimaan sumbangan
pihak ketiga dengan Peraturan Daerah;

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan K abupaten

Daerah Tingkat 1l Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat |1

Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 ,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1975 Nomor 5);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha

Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
BelanjaDaerah ;
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan

Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat Il (Lembaran

Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3487);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 70);

Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 8 Tahun 1978 tentang

. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang

. Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
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10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |1 Tulang Bawang Nomor
3 Tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |1 Tulang Bawang.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

3.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Nou

8.

9.

Dagerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
Kepala Daerah adalah Bupati Tulang Bawang.

Tulang Bawang.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah Pemberian Pihak Ketiga Kepada Daerah
secara ikhlas dan tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan
peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berupa uang atau yang dimaksud
dengan uang maupun barang-barang yang tidak bergerak.

Pihak ketiga adaah setigp orang dan atau Badan Hukum dimanapun domisilinya tanpa
membedakan kewarganegaraan dan asal usulnya.

Kas Dagerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

10. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang

BAB |1
PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA

Pasal 2

(1) Pihak ketiga yang berkaitan turut serta menunjang Pembangunan Daerah dapat

memberikan sumbangannya.

(2) Jenis sumbangan dimaksud berupa pemberian, donasi, wakaf, hibah, dan atau lain-lain

bentuk sumbangan yang serupa dengan itu.

(3) Sumbangan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, tidak

mengurangi kewajiban pihak ketiga seperti pembayaran pgak dan kewajiban lainnya
kepada negara dan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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(4) Besarnya sumbangan dari sektor dunia usaha (perkebunan, perikanan, pabrik tepung
tapioka, pabrik gula, kontraktor, konsultan) akan diatur tersendiri dengan Keputusan
Kepala Daerah setelah ada kesepakatan besarnya sumbangan dari pihak ketiga.

BAB Il
PENGELOLAAN

Pasal 3

(1) Sumbangan pihak ketiga yang diterima oleh pemerintah kabupaten dipergunakan untuk
kepentingan daerah khususnya untuk pembangunan daerah.

(2) Sumbangan pihak ketiga dalam bentuk benda bergerak maupun barang-barang yang tidak
bergerak menjadi kekayaan daerah sehingga pengelolaannya sebagai milik daerah,
pencatatan penggunaan dan penyerahan hak dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(3) Sumbangan pihak ketiga dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan ruangan
merupakan sumber pendapatan daerah yang harus disetorkan ke kas daerah dan harus
dicantumkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN DAN PENERIMAAN

Pasal 4

(1) Pihak ketiga yang memberikan sumbangannya harus mengikuti ketentuan dan tata cara
penyampaian.

(2) Sumbangan pihak ketiga disampaikan dengan cara :

a. Untuk barang-barang bergerak, penyampaiannya dilaksanakan dengan cara tertulis
dalam bentuk Surat Pernyataan Kehendak Secara Sepihak;

b. Untuk barang-barang tidak bergerak, penyampaiannya disampaikan secara tertulis
dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

c. Kedua surat yang dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

(3) Di dalam surat-surat yang dimaksud huruf a dan huruf b ayat (2) pasa ini dicantumkan
dengan jelas bahwa pihak ketiga adalah pemilik yang sah dari uang dan atau barang-
barang yang akan disumbangkan.

(4) Sumbangan pihak ketiga berupa uang dan atau barang dalam surat penyerahan dirinci
dengan jelas yaitu :

a Uang terdiri dari mata uang, jumlah nilai nominal uang, nama/daftar nama
penyumbang dengan alamat dan pekerjaannya;

b. Barang bergerak terdiri dari jenigmacam, bentuk jumlah satuan serta perlengkapan
gpa sgja yang menempel menjadi satu dengan barang tersebut, nama, umur, aamat,
dan pekerjaan penyumbang;

c. Barangtidak bergerak terdiri dari jenis'/macam, bentuk, jumlah satuan yang dilengkapi
dengan bukti-bukti pembelian/perolehan serta nama penyumbang lengkap dengan
alamat dan pekerjaan;

d. Daam surat penyampaian dimaksud huruf a ayat (4) pasal ini, harus jelas dan tegas
dengan cara bagaimana sumbangan itu akan diserahkan.
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Pasal 5

Penerimaan sumbangan pihak ketiga dilakukan oleh Kepala Daerah atau Dinas Pendapatan
Daerah dengan pelaksanaannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur diddam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepaa Daerah.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sgjak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
Ditetapkandi : MENGGALA
Pada Tangga : 3 Mei 2000
BUPATI TULANG BAWANG
Cap/Dto

SANTORI HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2000 NOMOR 6


http://www.djpp.depkumham.go.id
http://www.djpp.depkumham.go.id

